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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pernikahan adalah suatu fitrah manusia dan merupakan anjuran Tuhan 

dan agama yang harus dijalani demi kelangsungan hidup nantinya. Manusia 

berhak menentukan waktunya untuk menikah ataupun dengan siapa dia akan 

melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, dia juga harus bermusyawarah terlebih 

dahulu dengan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan dengan Negara 

sekalipun. Hal tersebut menjadi elemen terpenting dalam sebuah ikatan 

pernikahan.
1
 

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 2 dijelaskan bahwa:  

“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau miitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”. 

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa perkawinan atau pernikahan 

merupakan suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal atas dasar ketaatan 

kepada Allah swt.  

                                                             
1
 Catur Yunianto, penikahan dini dalam perspektif hukum perkawinan. Cet.1, (Bandung: 

Nusa media, 2018 h. 3. 
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Dalam Al-Quran, Allah swt juga telah menjelaskan mengenai tujuan 

pernikahan itu sendiri yang tertuang dalam Surah Ar-Rum (30) ayat 21  

ةً  ًْفسُِكُنْ ازَْوَاجًا لتِسَْكٌُىُْا الِيَْهاَ وَ جَعَلَ بيٌَْكَُنْ هَىَدَّ وَ هِيْ ايَتَِهِ اىَْ خَلقَلَكَُنْ هِيْ اَ

 ورَحْوَةً ِاىَّ فيِ ذَلكَِ لََيَتٍَ لقِىَْمٍ يتَفَكََّرُوْىَ.                            

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.” (QS.Ar-Rum (30): 21)
2
 

Tujuan umum pernikahan berdasarkan Islam adalah guna menjadikan 

manusia hidup dibarengi kemuliaan sesuai ajaran Allah dan RasulNya. Tujuan 

pernikahan yang paling mendasar yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia 

yang asasi, berupa fitrah guna menyayangi antar jenis dengan penuh ketenangan 

dan kebahagiaan, serta terhindar dari perbuatan zina. Untuk membentengi 

martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. 

Dalam pasal 2 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 

ini kemudian dijadikan landasan bagi hukum di Indonesia, bahwa salah satu 

syarat sahnya pernikahan di Indonesia adalah telah dicatat oleh pejabat yang 

berwenang yaitu pegawai pencatat nikah (PPN) di kantor urusan agama (KUA) .  

                                                             
 

 
2
 Bahtiar Tahir,Penyebab dan problematika status anak dalam perspektif hukum Islam 

Indonesia, (Jawa timur: cv garuda mas sejahtera, 2016) h. 8. 
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Dikeluarkannya undang-undang tersebut tidak serta merta akan tetapi hasil 

penggodokan yang melibatkan unsur ulama. Ketika produk hukum negara 

dilahirkan untuk kemaslahatan rakyat produk itu menjadi produk syariat juga 

yang harus ditaati dan dilaksanakan.  

Pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya dalam 

ajaran Islam, tetapi tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang disebur sebagai 

nikah siri atau nikah dibawah tangan.
3
  

Terminologi masyarakat tentang pernikahan siri pada zaman sekarang 

yaitu pernikahan yang sah menurut agama atau sudah memenuhi syarat dan 

rukunnya tetapi tidak dicatatkan di lembaga pencatatan pernikahan atau petugas 

KUA. 

Fenomena perkawinan siri (perkawinan tanpa dicatatkan oleh pegawai 

yang berwenang) di Indonesia menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. 

Akibatnya perkawinan perkawinan tersebut membawa berbagai dampak negatif 

pasca perkawinan, baik dari segi legalitasnya maupun dari segi dampak sosial 

dalam masyarakat.  

Nikah siri juga akan mengancam salah satu pihak karna tanpa dipayungi 

hukum formal yang jelas, dimana paling rentan dirugikan adalah perempuan dan 

anak-anak. Hal ini didasari oleh banyak faktor diantaranya faktor biaya maupun 

karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai Negeri menikah 

lebih dari satu kali dan sebagainya.  

                                                             
3
 Bachtiar Tahir, Penyebab dan problematika status anak dalan perspektif hukum Islam 

Indonesia, (jawa timur: cv.garuda mas sejahtera, 2016) h.22-23. 
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 Penulis sangat berkeinginan mengkaji suatu permasalahan, dan 

menganalisis dari suatu sumber yang menjadikan referensi tersebut berdasarkan 

maraknya pernikahan siri (pernikahan yang tidak dicatatkan) yang terjadi dan 

bagaimana sanksi bagi yang melakukannya. dan Beberapa faktor yang melatar 

belakangi sanksi pada pelaku nikah siri tersebut. agar lebih jelas dalam 

pembahasan proposal yang berjudul: “Praktik Nikah Siri Menurut Perspektif 

Hukum Positif dan Hukum Islam” (Studi kasus di : Ds. Benda Kec. 

Sukamulya Kab. Tangerang) dari dua perbedaan pandangan hukum positif dan 

hukum Islam terkait perkawinan siri, menjadikan sebuah topik yang cukup 

menarik untuk dibahas dan dikaji lebih dalam lagi. 

 

B. Fokus Penelitian 

 Sebuah karya tulis ilmiah memerlukan kejelasan dan objek penelitian. 

Mengkaji dan meninjau fenomena perkawinan siri yang cukup massif dan bukan 

lagi hal baru yang terjadi di kalangan masyarakat atas maupun bawah, dan cukup 

mudah menemukan kasus-kasus ataupun artikel mengenai perkawinan siri 

(perkawinan yang tidak dicatatkan), di berbagai sumber pun telah banyak yang 

membahas terkait perkawinan siri, peneliti berkonsentrasi dan fokus pada 

perbedaan pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai fenomena 

praktik perkawinan siri yang tidak dicatatkan. Maka terlebih dahulu perlu 

dikemukakan bahwa fokus penelitian yang peneliti lakukan sesuai dengan judul 

penelitian “PRAKTIK NIKAH SIRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM 

POSITIF DAN HUKUM ISLAM” (Studi kasus di : Ds. Benda Kec. Sukamulya 

Kab. Tangerang) maka dapat dipahami bahwa peneliti hanya melakukan 
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penelitian kasus praktik nikah siri di Kp. Benda Ds. Kebon tiwu dan mengkaji 

perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap nikah siri, hal ini ditujukan 

agar penelitian dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat tersusun sebuah 

pertanyaan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apa saja faktor penyebab dan dampak dari praktik nikah siri di desa 

Benda? 

2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum Positif tentang praktik 

nikah siri di desa Benda? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas maka 

ditemukan sebuah tujuan dari peneilitian sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor penyebab dan dampak dari Praktik nikah siri di Ds. 

Benda. 

2. Mengetahui dan memahami perspektif hukum Islam dan hukum Positif 

tentang praktik nikah siri di desa Benda. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu manfaat 

teoritis dan praktis sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis: 
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 Diharapkan peneliti dapat memahami dan meneliti terkait praktik nikah 

siri menurut kedua perspektif.  

Manfaat praktis:  

Diharapkan dapat mengkikis dan meminimalisir fenomena pernikahan siri 

di masa sekarang maupun yang akan datang mengedukasi siapapun agar 

tidak melakukan praktik nikah siri sehingga tidak terjadi dampak-dampak 

sosial akibat pernikahan siri itu sendiri. 

 

F.  Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan 

penelitian tersebut sedang atau telah di teliti oleh orang lain, sehingga dalam 

penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari peneliti 

sebelumnya. Berikut beberapa Jurnal atau penelitian yang sudah penulis baca. 

NO. Nama 

Judul 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1.  Yoga 

Kurniawan 

“hukum 

perkawinan 

siri dan 

implikasinya 

terhadap anak 

dan istri” 

 Ruang lingkup 

penelitian, yaitu 

tentang 

pernikahan siri 

 Jenis penelitian 

yang 

menggunakan 

metode penelitian 

 Penelitian 

terdahulu  

membahas 

implikasi terhadap 

anak dan istri yang 

dinikahi secara siri 

anak yang lahir dari 

hasil pernikahan 
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kualitatif siri disebut tidak 

sah karna tidak 

memenuhi pasal 2 

ayat 2 UU 

perkawinan. 

Sedangkan dalam 

hukum Islam anak 

yang lahir dari hasil 

pernikahan siri 

tetap dianggap 

sebagai anak yang 

sah. Sedangkan 

implikasinya 

terhadap istri, istri 

tidak mendapatkan 

perlindungan 

hukum apabila 

terjadi KDRT. 

Sementara peulis 

membahas tentang 

Perspektif Hukum 

Pernikahan Siri. 
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2. Agung Eko 

Wahyudi 

“tinjauan 

maslahah 

terhadap 

praktik nikah 

siri” 

 Menggunakan 

penelitian 

kualitatif dengan 

penelitian melalui 

studi kasus 

 Ruang lingkup 

penelitian 

membahas 

perspektif dan 

pendapat 

mengenai 

pernikahan siri 

 Penelitian 

terdahulu 

membahas praktik 

nikah siri yang 

seringkali terjadi 

dikalangan 

mahasiwa/mahasis

wi yang menikah 

secara agama yaitu 

seperti: Belum 

memiliki kartu 

nikah , kartu 

keluarga, akte anak, 

tidak ada wali 

nikah dari pihak 

laki laki, dan 

pengurusan 

adminstrasi 

lainnya. Sementara 

penulis meneliti 

kasus kasus yang 

terjadi di salah 

satru daerah atau 
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tempat yang 

menjadi objek 

penelitian penulis. 

3. Trisnawati  “Nikah siri dan 

faktor 

penyebabnya 

(Analisis 

perbandingan 

Hukum Islam 

dan UU No.1 

tahun 1974) 

 Ruang lingkup 

pembahasan yang 

sama membahas 

analisis 

perbandingan 

 Penelitian 

terdahulu 

membahas terkait 

faktor dan 

penyebab 

pernikahan siri di 

suatu daerah 

dengan di buktikan 

oleh data statistic 

fenomena nikah siri 

di tahun 2013-2015 

cukup tinggi. Dan 

faktor penyebab 

terbesarnya adalah 

permasalahan 

ekonomi/ biaya 
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untuk pernikahan. 

Sementara penulis 

membahas 

perbedaan dan 

perbandingan 

Perspektif Hukum 

Islam dan Hukum 

Positif. 

 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana negara hukum adalah 

negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dan kekuasaannya didasari oleh 

hukum. yang salah satunya mengatur tentang perkawinan. dimana terdapat hukum 

dan peraturan yang mesti dipatuhi dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi 

sesuai dengan UU dan pasal yang telah diatur. 

Negara Indonesia dibagi kepada dua konteks hukum yaitu: Hukum Islam 

dan Hukum Positif. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan 

masyarakat muslim dalam segala aspeknya, termasuk mengatur hukum 

perkawinan.
4
 karena Hukum Islam memiliki peran dan kedudukan yang sangat 

penting. Kemudian dalam konteks Hukum Positif, hukum Positif adalah hukum 

yang sudah ditetapkan dan berlaku di negara Indonesia, yang dimana aspek-aspek 

hukumnya sudah jelas berkontribusi dalam peraturan hukum di Indonesia. 

                                                             
4
Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam (Kencana divisi dari 

PRENADAMEDIA group 2013) h. 9 
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Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya 

adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat 

sekali dengan agama/kerohanian, tetapi unsur bathin/rohani juga sangatlah 

penting. Legalitas perkawinan sudah jelas tertera dalam UU perkawinan yang 

diatur dalam UU nomor 1. Tahun 1974.
5
 Dalam  perkawinan ada lima keabsahan 

yang dikembalikan lagi kepada pelaku perkawinan. Yaitu:  

1. Mubah (jaiz) sebagaimana hukum perkawinan; 

2. Wajib, perkawinan hukummya bisa menjadi wajib bagi mereka yang 

sudah mampu secara dhohir dan batin, serta dikhawatirkan terjebak 

dalam perbuatan zina; 

3. Sunnah, bagi orang yang sudah mampu baik secara dhohir maupun 

secara batin (cukup mental dan ekonomi); 

4. Makruh, pernikahan bisa berubah mejadi makruh apabila yang 

melakukan perkawinan belum mampu memberi nafkah baik dhohir 

maupun batin; 

5. Haram, pernikahan bisa menjadi haram bagi yang berniat buruk atau 

berniat menyakiti perempuan yang hendak dinikahinya. 

Perkawinan atau pernikahan yang tidak ada asas legalitas dalam Undang-

undang tidak akan membawa kemaslahatan bagi yang melaksanakannya karena 

banyak dampak yang akan terjadi, seperti halnya fenomena pernikahan siri yang 

sangat marak di Indonesia dengan berbagai sebab dan alas an terjadinya 

pernikahan siri tersebut. 

                                                             
5
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Indonesia (Balai Pustaka cet  7, 

1986 dilengkapi) h. 221. 
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Dari potret pernikahan siri yang ada di era 4.0 adalah potret perkawinan 

yang suram, sebab didalam pernikahan siri menyisakan problematika kehidupan 

yang tidak sederhana. Perkawinan siri itu adalah ruh esensi didalam keagamaan 

dan memenuhi syaratnya yang tidak bertolak belakang, hanya saja dalam konteks 

bagaimana perkawinan siri itu ada satu ikatan-ikatan sosiologis hukum, dalam hal 

ini adalah hukum pemerintah maka tidak bisa hukum Islam dinikahkan dengan 

hukum positif. 

Pemerintah dengan berbagai argumennya mengatakan bahwa nikah siri 

adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan sehingga 

pelakunya dianggap melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman baik secara 

perdata maupun pidana. 

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tertera 

pada bab I pasal 1 tentang dasar perkawinan bab II pasal 6 yang berisikan tentang 

syarat-syarat perkawinan.
6
 

Dalam menyusun proposal ini penyusun lebih memfokuskan pada 

perspektif hukum positif dan hukum Islam mengenai nikah siri yang tidak 

dicatatkan sesuai judul yang dibahas.  

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisanya. 

                                                             
6
C.S.T. Kansil, Pengantar ilmu hukum dan tata hukum, Indonesia (balai pustaka cet 7, 

1986 dilengkapi) h. 222. 
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Adapun yang menjadi bagian dari metode penelitian kali ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 

normatif adalah pendekatan yang dilakukan sesuai dengan norma yang 

ada. 

2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (studi field research) yang bermaksud mempelajari 

secara intensif tentang latarbelakang keadaan sekarang, interaksi 

sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Sebagai 

konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang dikaji merupakan 

lembaga dan masyarakat, maka penelitian ini tergolong Penelitian 

kualitatif (lapangan). Penelitian kualitatif adalah  penelitian yang 

bermaksud untuk memahami tentang keadaan (fenomena) yang 

dialami oleh subyek penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di kampung 

4. Sumber data 

Data penelitian ini dari penulis akan dilakukan wawancara terhadap pihak 

yang bersangkutan di desa setempat dengan mencari data praktik nikah siri serta 
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penyebab dilakukannya praktik nikah siri di desa tersebut. Sumber data yang 

dipilih peneliti dibagi menjadi dua yaitu:  

a. Sumber data primer 

Yaitu bahan hukum primernya adalah Hukum Positif, dan Hukum 

Islam, beserta hukum ataupun UU yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Sumber data sekunder 

Yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan daripada sumber 

data primer, adapun bahan sekunder meliputi literatur-literatur yang 

berkaitan dengan judul penelitian. Oleh karna itu penulis 

menggunankan sumber data sekunder. 

5. Teknik pengumpulan data 

a. Teknik Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh 

kedua belah pihak, yakni pewawancara sebagai pemberi 

pertanyaan (peneliti) dan yang diwawancarai sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Kepala Desa dan beberapa 

narasumber lainnya yang dibutuhkan). Sebelum wawancara, 

peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman 

wawancara (interview). Pedoman ini berupa sejumlah pertanyaan 

atau pernyataan yang diminta untuk dijawab oleh informan.  

b. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik ini digunakan untuk menguatkan 

serta memberi kayakinan kepada pembaca bahwa penelitian ini 

benar-benar dilakukan. 

6. Teknis analisis 
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Setelah data selesai dikumpulkan, data akan diolah dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa agar bisa menjawab masalah pada 

penelitian tersebut.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan data yang 

berupa angka atau tidak diangkakan secara statistic, namun merupakan 

informasi deskriptif dan naratif. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah mendapatkan gambaran secara umum tentang 

pembahasan skripsi ini, maka penyusun membagi hasil penelitian ini menajadi 

lima bab sebagai berikut:  

 Bab Satu, Pendahuluan terdiri dari kerangka dasar yang menjadi acuan 

dalam penelitian ini. Bab ini berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat/ signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang 

relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

 Bab Dua, menjelaskan tentang kondisi obyektif dan lokasi penelitian, yang 

mencakup kondisi geografis dan demografis Desa, sejarah Desa, lahirnya Desa. 

 Bab Tiga, berisi pemaparah umum terkait kajian teori mengenai hukum 

positif, hukum Islam, dan pernikahan.  

 Bab Empat, analisis mengenai praktik nikah siri di Desa Benda menurut 

perspektif hukum positif dan hukum Islam. 

 Bab Lima, merupakan kesimpulan dan saran tentang pernikahan nikah siri, 

di Desa Benda, perspektif hukum Islam dan hukum Positif.  


